BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN
Konstruksi hukum strict liability timbul oleh karena dalam penyelesaian kasus-
kasus product liability, upaya—upéya hukum yang tersedia seperti hukum perjanjian
maupun hukum perbuatan melawan hukum ternyata belﬁm memuaskan konsumen,

terutama para pejuang perlindungan konsumen.

Menurut konsep strict liability, produsen dianggap bertanggung jawab terhadap
sebagian atau seluruh kerusakan atau produk-produk berbahaya yang mengancam
keamanan konsumen. Karena itu apabila konsumen dirugikan sebagai akibat
mengkonsumsi suatu produk yang rusak atau berbahaya, produsen langsung
dianggap bersalah. Jadi pada dasarnya, konstruksi hukum dari strict liability
adalah tort (perbuatan melawan hukum) dengan beberapa modifikasi.

Modifikast tersebut antara lain :

* Tergugat langsung dianggap bersalah (dianut prinsip praduga bersalah /

presumption of faull),
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¢ Karena digunakan prinsip presumption of faulf, maka tergugat harus
bertanggung jawab (liable). Tanggung jawab ini disebut no fault liability
(strict liability).
Karena tergugat sudah dianggap bersalah, maka penggugat tidak perlu lagi
membuktikan unsur kesalahan tergugat.
Akibatnya, di dalam strict liability terjadi pengalihan beban pembuktian

kesalahan dari penggugat kepada tergugat (shifting the burden of proof).

Pengalihan beban pembuktian tentang kesalahan dari penggugat kepada tergugat,
merupakan salah satu upaya untuk melindungi konsumen secara efektif Karena
dalam usaha konsumen untuk mengajukan gugatan kepada produsen atas produk
yang rusak atau berbahaya, yang relatif paling berat dilakukan oleh konsumen
sebagai pihak penggugat adalah membuktikan unsur kesalahan produsen.

Hal ini disebabkan tidak saja karena posisi yang tidak seimbang antara produsen
dan konsumen baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun hukum, tetapi juga
kemampuan teknis laboratoris. Karena adanya posisi yang tidak seimbang inilah,
pada umumnya konsumen enggan untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan.
Akibatnya, konsumen selalu menganggap bahwa kerugian yang diderita adalah

suatu musibah yang harus diterima dengan ikhlas.
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Keadaan inilah yang memacu para pelopor gerakan perlindungan konsumen

untuk mencari upaya perlindungan bagi konsumen pada umumnya.

Upaya-upaya yang dimaksud adalah :

a.

Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga
perlindungan konsumen sehingga dapat diketahui oleh masyarakat konsumen
guna membantu konsumen mengambil keputusan untuk membeli atau tidak
membeli suatu produk;

Membela konsumen yang dirugikan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
Menyebarluaskan gagasan perlindungan konsumen, baik melalui media cetak
maupun media elektronik;

Memperoleh data dan informasi yang dapat mendukung terwujudnya
penerapan hak-hak dan tanggung jawab konsumen ,serta membawa perubahan
/ perbaikan pada kebijakan para pengambil keputusan;

Melakukan pengujian terhadap hasil produk barang , yang disinyalir
mengandung bahan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat
konsumen;

Menampung dan membantu menyelesaikan kasus-kasus pengaduan baik

mengenai barang maupun jasa.

Di samping perlindungan yang diberikan oleh lembaga perlindungan konsumen,

Pemerintah juga ikut membantu melalui badan-badan untuk menangani keperluan
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perlindungan konsumen. Namun, yang penting adalah upaya yuridik perlindungan

konsumen baik melalui hukum pidana, maupun hukum perdata.

Salah satu peraturan perundang-undangan nasional yang mencoba memberikan

perlindungan terhadap konsumen dalam bidang pangan adalah Undang-Undang

Pangan.

Perlindungan terhadap konsumen tersebut adalah :

L.

Perlindungan atas keamanan pangan yaitu dengan diaturnya persyaratan teknis
tentang pangan, yang meliputi ketentuan keamanan pangan, ketentuan mutu
dan gizi pangan, serta ketentuan label dan iklan pangan, sebagai suatu sistem
standarisasi pangan yang bersifat menyeluruh ;

Jaminan atas perolehan informasi tentang produk pangan yaitu dengan
ditetapkannya ketentuan tentang labei dan iklan tentang pangan ;

Dengan demikian masyarakat yang mengkonsumsi pangan dapat mengambil
keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Jaminan atas perolehan ganti rugi secara efektif dan efisien, yaitu nampak dari
adanya pengaturan tentang tanggung jawab setiap orang yang memproduksi,
menyimpan , mengangkut dan atau mengedarkan pangan ,serta sanksi hukum
}‘?ang sesuai agar mendorong pemenuhan atas ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan.
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Dari pasal 41 Undang-Undang Pangan dapat disimpulkan bahwa :

3.1

3.2

33

Apabila terjadi peristiwa di mana konsumen dirugikan karena
mengkonsumsi produk pangan yang tidak aman, maka produsen langsung
bertanggung jawab, meskipun produk pangan tersebut dibeli dar
pengecer yang bukan produsen;

Apabila produsennya tidak diketahui atau tidak berdomisili di Indonesia,
maka yang bertanggung jawab adalah orang yang mengedarkan dan atau

memasukkan pangan ke wilayah Indonesia;

. Produsen dinyatakan telah melakukan kesalahan sehingga konsumen

tidak perlu lagi membuktikan kesalahan produsen.

Dari uraian di atas, kesimpulan umum yang dapat ditarik adalah:

a.

Strict liability di dalam Undang-Undang Pangan dapat memberikan dasar
hukum yang efektif bagi konsumen pangan yang dirugikan, karena
konsumen tidak dibebani beban berat untuk membuktikan kesalahan
produsen pangan;

Adanya kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara berkelompok
(class action) bagi perkara-perkara strict liability dalam Uhdang-Undang
Pangan, membuktikan bahwa strict liability dalam Undang-Undang

Pangan dapat menjamin efisiensi;

185



¢. Dengan berlakunya Undang-Undang Pangan yang menganut strict
liability, maka pasal 1365 KUH. Perdata tentang perbuatan melawan
hukum menjadi tidak berlaku sejauh mengenai produk pangan.

d. Dengan dianutnya strict liability dalam Undang-Undang Pangan, yang
menyebabkan pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan dari pihak
penggugat (konsumen) kepada pihak tergugat (produsen), maka pasal
1865 KUH. Perdata tidak berlaku bagi perkara-perkara yang menyangkut

produk pangan,

2. SARAN

2.1. Dalam bidang pangan, Undang-Undang Pangan memang telah membérikan
perlindungan terhadap konsumen, namun untuk bidang-bidang lain misalnya
Jasa dan barang-barang lain selain produk pangan kiranya perlu untuk segera
mendapat perlindungan hukum yang serupa dengan perlindungan bagi produk
pangan;

2.2. Apabila perlindungan terhadap konsumen secara umum akan diwujudkan
dalam bentuk Undang-Undang, maka yang tepat adalah Undang-Undang

Perlindungan Konsumen;
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23.

2.4

2.5.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat mengatur mengenai
perlindungan konsumen terhadap produk barang maupun jasa;

Dengan adanya bantuan-bantuan pangan untuk Daerah Tertinggal yang
merupakan usaha program IDT, maka kiranya perlu diatur mengenai
tanggung jawab para pelaksananya;

Bahwa Undang-Undang Pangan yang mulai berlaku pada tahun 1996,
sebagian besar pasal-pasalnya masih menunggu peraturan pelaksanaannya
agar ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterapkan. Karena itu ketentuan-
ketentuan yang demikian perlu segera ditindak lanjuti dengan penyusunan

peraturan pelaksanaannya.
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